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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 .tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Sumatera

~Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah

menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3821 Tahun 2014
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan

agar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2015.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
~Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
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13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

'~ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

17,

18.

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menetapkan

dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1.
2.

Pendapatan Daerah Rp 7.193.702.636.596,00
Belanja Daerah Rp 6.609.708.624.576,00
SUMPIUS ..ot Rp 583.994.012.020,00

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan ................. Rp 110.000.000.000,00
b. Pengeluaran ................ Rp  693.994.012.020,00
Pembiayaan Netto ............. Rp (583.994.012.020,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan .... NIHIL

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah ..............cccooeienn Rp 2.784.966.905.383,00
b. Dana Perimbangan sejumlah ..............ccocciiniiiinne, Rp 3.262.707.213.031,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah ....... Rp 1.146.028.518.182,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah .............ccccoviiiiiiicniiinnnn, Rp 2.530.928.660.653,00
b. Retribusi Daerah sejumlah .............ccoovviiiniininnnn, Rp  13.495.183.575,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LT TSRS —— Rp 145.941.418.155,00

d. . Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah.. Rp  94.601.643.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ........... Rp 2.207.759.133.031,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah ..........ccccoovvviriiiniinnn, Rp 985.542.760.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah ............cccoevvvriiiinnnsn Rp  69.405.320.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah sejumlah ...............ccooeeviiiininn Rp .

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sejumlah .... Rp 780.000.000,00
¢. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah ... Rp 1.090.167.800.000,00
d. Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota Rp 55.080.718.182,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah ..........c..cccueviienn, Rp 3.573.744.694.176,00
b. Belanja Langsung sejumlah .............cccovviveiiniiiinnnnn, Rp 3.035.963.930.400,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belania: '

a. Belanja Pegawai sejumlah .............ccoeiviiiiiiiin, Rp 777.044.322.960,00
b. Belanja Bunga sejumlah ...............cccooviviiviiiininnnn, Rp -

c. Belanja Subsidi sejumlah ............c.cccoiiiiiiiiiiiinn Rp -

d. Belanja Hibah sejumlah ...........cc.ooiiiiiniiinni Rp 1.779.951.648.616,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah ........... < Rp 600.000.000,00
f. BelanjaBagl Hasil .......cccvmvsnnnssns vosnes [EURPORRRP Rp 300.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah ........................ Rp 707.436.233.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:

‘a. Belanja Pegawai sejumlah ................ccccovvveerinennn, Rp  9.023.654.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ................c.......... Rp 1.350.247.242.641,00
c. Belanja Modal sejumlah ............cccovvvveiiiiiiniiiiiiinnn, Rp 1.676.693.033.259,00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah ...........cccooiiiiiiiiiiiinin, Rp 110.000.000.000,00
SR T ) S T—— Rp 693.994.012.020,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) sejumlah .............ccocovviiiennnnn, Rp 110.000.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah ........................ Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

SEJUMIAN ..., Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah .................... Rp -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah .... Rp -
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah ...................... Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah ................... Rp -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

SEIUMIAN ..o Rp  60.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah ................c.eee Rp 633.994.012.020,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah ...................... Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

3. Lampiran lll  Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;



10.

11.

12,
13.

(1)

()

3)

®)

(6)

. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
. Lampiran IX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XIl  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Gubernur dapat
melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan; dan

d. memiliki dampak y: g signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang dise 'abkan oleh keadaan darurat.

Apabila alokasi belanja ticiak terduga tidak mencukupi, Gubernur dapat:

a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan
APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk
pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian
sementara.

Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
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c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2014

z / GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

//b

NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 22



